
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR   5  TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku 

Pengguna Barang Milik Daerah diberi wewenang untuk 

menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 

b. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat 

beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Situbondo yang menyediakan lahan khusus parkir, yang 

lokasinya tersebar di Kabupaten Situbondo; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan 

Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  

Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama   dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah  Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 

2008 Nomor 13); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 

Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11). 

  Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

dan 

BUPATI SITUBONDO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR. 

  
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat 

Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 11) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 8, angka 9, angka 17 

diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi : 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Situbondo. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
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Negara (BUMN), atau  Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun 

Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, 

Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi 

Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang retribusi sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir di luar 

tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, 

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

10. Kendaraan adalah adalah suatu alat yang dapat 

bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor 

atau kendaraan tidak bermotor. 

11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan 

yang digerakkkan oleh tenaga manusia dan/atau 

hewan. 

12. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 

dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan 

atau tanpa kereta samping atau kendaraan 

bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 

13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan 

orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 

(delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau 

yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) 

kilogram. 

14. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang 

digunakan untuk angkutan barang. 

15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor 

angkutan orang yang memiliki tempat duduk 

maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk 

Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga 

ribu lima ratus) kilogram. 

16. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

17. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya 

disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan 

terhadap jasa pelayanan tempat khusus parkir yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

 

 



 5 

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi tertentu. 

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 

yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi 

untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 

dari Pemerintah Daerah. 

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Bupati. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan 

tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga atau denda. 

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan professional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

dibidang retribusi daerah yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya.  

27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah. 
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2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

 

(1) Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir 

ditentukan sebagai berikut: 

No. Jenis Kendaraan 
Besaran 
Retribusi 

(Rp.) 

Keterangan 

1. Sepeda  500,00 
Sekali 

parkir 

2. Sepeda Motor  1.000,00 
Sekali 

parkir 

3. 

Mobil Penumpang, 

Pick Up (JBB ≤ 

3500 Kg) 

2.000,00 
Sekali 

parkir 

4. 

Bus, Truk dan 

sejenisnya (JBB > 

3501 s/d 14.000 

Kg) 

         

2.000,00 

Sekali 

parkir 

5. 
Mobil Barang 

(JBB>14.000 Kg) 
2.500,00 

Sekali 

parkir 

 

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digunakan untuk pemanfaatan tempat khusus 

parkir dengan waktu paling lama 8 (delapan) jam, 

kelebihan jam selanjutnya dikenakan tarif retribusi 

sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi awalnya 

dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

setiap jamnya. 

 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 10 

Masa Retribusi terutang adalah 1 (satu) kali penyediaan 

pelayanan tempat khusus parkir yang dinikmati oleh 

Wajib Retribusi. 

 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 15 

 

Instansi yang berwenang memungut Retribusi Tempat 

Khusus Parkir di daerah adalah SKPD yang mempunyai 

lahan tempat khusus parkir dimana aset tersebut 

dicatat. 
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  5. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga Pasal 24 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 24 

(1) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi 

yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat 

Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 

PASAL II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. 

  

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal  31 Agustus 2016      

BUPATI SITUBONDO, 

 
ttd 

 
DADANG WIGIARTO 

Diundangkan di Situbondo 
Pada tanggal 31 Agustus 2016      

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO,  

 

ttd 

 
SYAIFULLAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA 

TIMUR : 98-5/2016 
 
 

 
 

 
 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 
Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 
NOMOR    1   TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 
 

 
I. UMUM 

 

Retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

termasuk retribusi jasa usaha sebagai salah satu sumber penerimaan 
pendapatan asli daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya 

tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima 
oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. 
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah dapat 

menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja 
perangkat daerah yang dipimpinnya. 

Instansi pemungut retribusi tempat khusus parkir sebagaimana 
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sehingga perlu disesuaikan. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

Angka 1 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Angka 2 

Pasal 8  

Cukup jelas. 
Angka 3 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Angka 4 
Pasal 15 

Instansi yang berwenang memungut Retribusi Tempat Khusus 

Parkir di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Angka 5 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 

 


